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- Awasi Anggaran

Sambungan dari halaman 9

“Opini laporan keuangan
Pemprov WTP harus dapat
dipertahankan. Jangan sampai
hasil kerja dan prestasi yang
diperoleh dengan bekerja keras
menurun sehingga membuat
citra menjadi jelek;” ujar Sekda.
Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie,
belum lama ini.

la menuturkan semua keg-
iatan yang dilakukan harus
memiliki payung hukum.

" Hal ini untuk menjamin agar
pelaksanaan kegiatan dan pro-
gram kerja berjalan optimal.
Payung hukum diperlukan
untuk menghindari kesalahan-
kesalahan teknis yang menjadi
temuan atau pelanggaran di
tahun 2014.

Ja menjelaskan Peraturan

Gubernur maupun Keputusan
Gubernur harus diberlakukan
sesuai prosedur, diantaranya,
penyampaian Draft Peraturan
Gubernur , Keputusan Guber-
nur, Keputusan Sekda harus
melalui Biro Hukum Setda
Provinsi Kalbar untuk ditelaah
atau dikoreksi.

Palinglama 1 bulan sebelum
kegiatan dilaksanakan, yakni
terkait dengan pelaksanaan
APBD Provinsi Kalbar. Khusus
Keputusan Gubernur/Kepu-
tusan Sekretaris Daerah yang

pembebanan dananya selama

12 bulan, draft Keputusan Gu-
bernuratau Sekda disampaikan
ke Biro Hukum paling lambat
pada minggu pertama bulan
Janurai 1014. Hal ini dikar-
enakan Keputusan Gubernur
atau Sekda tersebut tidak boleh

SELURUH kepala
satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalbardimintamen-
gawasi pelaksanaan
anggarantahun2014,
sehingga tidak terjadi
penyimpangan. Upaya
tersebutuntukmemper-

tahankan opiniwajar
w. ~ tanpa pengec-
~ ualian dalam
laporan
keuangan.

« ke halaman 15 kolom 2
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berlaku surut.

la menambahkan untuk
mempertahankan opini WTP
dalam laporan keuangan, se-
mua temuan BPK yang terkait
dengan laporan keuangan har-
usditindaklanjuti sesuaidengan |
rekomendasi yang diberikan.
Beberapa temuan pada 2012
diantaranya realisasi belanja
yang tidak didukung bukti per-
tanggungjawaban yanglengkap,
pencatatan dan penyajian aset
tetap yang belum memadai,
dan pengelolaan persediaan
yang belum memadai.

“Temuan seperti itu tidak
ditemukan lagi dalam pemerik-
saan atas LKPD tahun anggaran
2013. Tentu semuanya itu me-

- merlukan komitmen bersama

dari penyusun laporan keuan-
gan,” ungkapnya. ( uni/r)
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